DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor: JI. Kapt. MaulanalLubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR :903 /9474/ Kep-DPRD-MDN/09/ 2020
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun
Anggaran 2020, maka perlu menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD T.A 2020 dengan Surat Keputusan DPRD Kota
Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; «

2.  Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (L/embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130); 'ov v/

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137); #

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan
Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005),

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan
Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Tingkat Il Dairi dan
Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas
dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan
18 (delapan belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo,
Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan Dalam Propinsi Daerah Tingkat
| Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 65),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); ~~

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); =

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614), -

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5515);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);



2.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165); .,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); x

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ,
Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);
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Memperhatikan: 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213), ~

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655); >

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447), ~

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); -

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2). -

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 01
September 2020.

Penyampaian Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 22
September 2020.

Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2020, yang disampaikan pada Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 22
September 2020.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KOTA

MEDAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN
ANGGARAN 2020.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kota Medan, dengan
perincian sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula

b. Berkurang

Rp. 6.098.219.576.678,-

(Enam Triliun Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua
Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh
Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan
Rupiah)

Rp.1.398.371.844.166,84,-

(Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan
Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan
Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Enam
Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Empat Sen)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

2. Belanja :

a. Semula

b. Berkurang

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp.4.699.847.732.511,16,-

(Empat Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh
Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Sebelas Rupiah Enam Belas Sen)

Rp.6.188.219.576.678,-

(Enam Triliun Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar
Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh
Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan
Rupiah)

Rp.991.557.218.633,47,-
(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima
Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan
Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah
Empat Puluh Tujuh Sen)

Rp.5.196.662.358.044,53,-

(Lima Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar
Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima
Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah
Lima Puluh Tiga Sen)



Surplus (Defisit) Setelah Perubahan
Rp.496.814.625.533,37 -
(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Delapan
Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh
Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Tiga
Puluh Tujuh Sen)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1. Semula Rp.100.000.000.000,00,-
(Seratus Miliar Rupiah)

2. Bertambah Rp.406.814.625.533,37,-
(Empat Ratus Enam Miliar Delapan Ratus Empat
Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh
Tujuh Sen)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp.506.814.625.533,37,-
(Lima Ratus Enam Miliar Delapan Ratus Empat
Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh

Tujuh Sen)
b. Pengeluaran
1. Semula Rp.10.000.000.000,00,-
(Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Berkurang Rp. 0,-
(Nol Rupiah)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Rp.10.000.000.000,00,-
(Sepuluh Miliar Rupiah)

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan
Rp.496.814.625.533,37 .-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Delapan
Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh
Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Tiga
Puluh Tujuh Sen)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp .0,-
(Nol Rupiah)
KEDUA : Bahwa Keputusan ini terdiri dari Buku Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020
beserta uraian-uraian perinciannya adalah merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini



KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada PIt. Walikota Medan untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan, setelah dievaluasi
oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan segala
sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika
ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan
didalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN
Ketua,
-
HASYIM, S.E
Wakil Ketua, '\f Wakil Wakil Ketua,
. IHWAN RITONGA,S.E.,M.M H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I HA BAHRUMSYAH,S.H.,M.H
Tembusan :

Plt. Wali Kota Medan

Pimpinan DPRD Kota Medan

Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan

Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan

Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan
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